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MARISSA RAHMADANIA YAHYA , (B11112165) Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Bapak Terhadap 
Anak Tiri (Studi Kasus Putusan No. 1209/Pid. B/2012/PN. Mks), 
dibawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing I dan Haeranah 
sebagai Pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan 
pidana materil tentang tindak pidana pemerkosaan oleh Bapak terhadap 
Anak Tiri dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan : 
1209/Pid.B/2012/PN.Mks. 
Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, Perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk mencapai tujuan tersebut 
penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research) dengan cara 
teknik dokumenter yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka. 
Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif 
kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini. 
Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 
(1)Penerapan ketentuan pidana materil terhadap kasus tindak pidana 
pemerkosaan oleh Bapak terhadap Anak Tiri, telah sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 
ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. berdasarkan 
fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan 
para saksi maupun pengakuan terdakwa yang semuanya bersesuaian dan 
terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu memberi 
pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat menerima sanksi 
hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. (2) Pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan 
oleh Bapak terhadap Anak tiri dalam perkara Nomor 
1209/Pid.B/2012/PN.Mks lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap 
terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang ringan berdasarkan 
Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak, seharusnya 
mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi 
karena berbagai pertimbangan hakim memberikan kesempatan kepada 
terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi 






MARISSA RAHMADANIA YAHYA, (B11112165) Overview Juridical 
Against Crime Against Rape By Mr. Stepchildren (Case Study 
Decision No. 1209 / Pid. B / 2012 / PN. Mks), under the guidance of 
Muhadar as Supervisor I and  Haeranah as Supervisor II 
 
This study aims to determine the application of the criminal 
provisions of material on the crime of rape by a father against Stepchildren 
and to determine the legal considerations of the judge in the verdict in the 
case with the decision number: 1209 / Pid.B / 2012 / PN.Mks. 
 
The study was conducted in the Makassar District Court, Library of 
the Faculty of Law, University of Hasanuddin. To achieve these objectives 
the authors conducted a literature study (library research) by way of 
documentary technique that is collected from the study of archive or library 
research. Furthermore, the data obtained were analyzed by qualitative 
techniques are then presented descriptively explain, describe and illustrate 
in accordance with the problems closely related to this research. 
 
The results of research and discussion shows that (1) The 
application of criminal provisions material to the criminal cases of rape by 
the father against Stepchildren, in accordance with the applicable 
legislation, as stipulated in Article 81 paragraph (1) of Act 23 of 2002 on 
Child Protection. based on the legal facts revealed at the hearing, either in 
the form of statements of the witnesses and the accused are all 
corresponding recognition and the defendant physically and mentally 
healthy so as to give an account for his actions and can receive legal 
sanction imposed by the judges. (2) Consideration of judges in imposing 
punishment on the perpetrators of criminal acts rape by the father against 
the stepdaughter in case Number 1209 / Pid.B / 2012 / PN.Mks prefers 
self-improvement against the defendant, seen in the provision of a light 
punishment under Article 81 paragraph ( 2) Child Protection Act, should 
receive the appropriate punishment stipulated in the article but for various 
considerations the judge gives the opportunity for the defendant to be able 
to further improve themselves so that their children not to repeat acts that 
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A.     Latar Belakang Masalah 
Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi 
pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, 
ataupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus 
pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek 
pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali 
masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak 
Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun 
manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, 
materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.1 
Ayah adalah orang tua laki-laki seorang anak. Tergantung 
hubungannya dengan sang anak, seorang "ayah" dapat merupakan ayah 
kandung (ayah secara biologis) atau ayah angkat. Panggilan "ayah" juga 
dapat diberikan kepada seseorang yang secara de facto bertanggung 
jawab memelihara seorang anak meskipun antar keduanya tidak terdapat 
hubungan resmi. 
Kehidupan keluarga tidak terlepas dari sistem nilai yang ada dalam 
masyarakat yaitu agama, adat istiadat, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai 
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kesakralan keluarga. Dimana sistem nilai tersebut sering mengalami 
degradasi, misalnya degradasi agama yaitu pada saat ini banyak umat 
yang kurang taat beribadah sebagaimana diperintahkan oleh agamanya. 
Untuk kondisi keluarga modern sendiri mempunyai ciri utama kemajuan 
dan perkembangan di bidang pendidikan, ekonomi, dan pergaulan. Dalam 
keluarga ada kalanya mengalami krisis maksudnya kehidupan keluarga 
dalam keadaan kacau, tak teratur dan terarah, orang tua kehilangan 
kewibawaan untuk mengendalikan anak-anaknya. 
Hubungan terkecil dari suatu masyarakat yang memiliki suatu 
keterkaitan satu sama lain, biasa disebut dengan keluarga. Keluarga 
terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Pengertian dari keluarga sendiri 
merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan 
berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi sang 
suami dan istri, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan. 
Peran sosial dalam setiap keluarga berbeda-beda, salah satunya 
peran orang tua dalam mengasuh anaknya yang menjadi tanggung jawab 
terpenting bagi perkembangan sikap dan mental anak dengan cara 
merawat dan membimbing anak dengan baik dan penuh perhatian. 
Sebab, orang tua merupakan sosok yang pertama kali dikenal oleh anak 
dan orang tua memberikan tanggapan atas apa yang dilakukan oleh anak 
mengenai sisi positif dan negatif. Dalam mendidik anak terdapat lima 
macam pola asuh orang tua yang diterapkan kepada anaknya 
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diantaranya: pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh 
temporizer, pola asuh appeasers, dan pola asuh permisif. 
Peranan ayah adalah pencari nafkah, pelindung dan pemberi rasa 
aman, kepala keluarga, sebaagai anggota dari kelompok sosialnya serta 
sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. 
Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar 
kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan 
negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: 
“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik 
semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak 
atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat 
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 
perkembangan dengan wajar”..2 
Perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan terhadap anak. 
Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum  pidana 
memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut 
sehingga supremasi hukum benar-benar di tegakkan dan tercipta 
ketertiban dalam masyarakat.3 
                                                             
2
Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
3
Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
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Namun pemberitaan akhir-akhir ini baik di media cetak maupun 
media elektronik adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga anak 
itu sendiri, misalnya bapak kandung atau bapak tiri,paman, kakak ataupun 
kakek dari anak tersebut. Ini mencerminkan kurangnya kesadaran 
seseorang terhadap bagaimana memperlakukan anak tersebut. 
Hal ini akan berdampak buruk apabila terjadi pada anak, selain 
berdampak pada psikologis anak tersebut akan berdampak pula terhadap 
masa depan anak itu sendiri. Karena tentunya anak tersebut akan merasa 
malu dengan lingkungan disekitarnya. Anak tak mampu menolak sesuatu 
yang berupa paksaan dari seseorang dewasa. 
Kasus pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak yang terjadi di 
kota Makassar tersebut memberikan gambaran bahwa kasus tersebut 
sudah tidak asing lagi dalam masyarakat. Maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Bapak Terhadap Anak Tiri (Studi 
Kasus Putusan Nomor 1209/Pid.B/2012/PN.Mks)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, dapat 
di berikan rumusan masalah dalam penelitian dan pembahasan ini 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil tentang Tindak 
Pidana Pemerkosaan oleh Bapak terhadap Anak Tiri pada kasus 
putusan perkara No. 1209/Pid.B/2012/PN.Mks? 
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2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan 
putusan tindak pidana pemerkosan oleh bapak terhadap anak tiri 
pada  kasus putusan perkara No. 1209/Pid.B/2012/PN.Mks? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil 
tentang tindak pidana pemerkosaan oleh bapak terhadap anak tiri 
pada kasus putusan perkara No. 1209/Pid.B/2012/PN.Mks 
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan tindak pidana pemerkosaan oleh bapak 
terhadap anak tiri pada kasus putusan No. 1209/Pid.B/2012/PN.Mks 
D. Kegunaan Penelitian 
Ada pun kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Agar dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi 
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak yang berkepentingan 
untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak 






A.   Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang- undang 
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, 
sedangkan pembuat undang- undang merumuskan suatu Undang-Undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 
tindak pidana. 
Istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman ( pidana ). Moeljatno mendefinisikan Strafbaarfeit 
sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan 
perundang- undangan4. Pompe mendifinisikan Strafbaarfeit sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 
sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah 
                                                             
4
 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, hlm 72 
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perlu demi terpeliharanya tertib hukum.5 Menurut Pompe bahwa ada 2 ( 
dua ) macam definisi terkait tindak pidana yaitu :6 
1. Definisiteoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), 
yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan 
pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
2. Definis yang bersifat perundang- undangan yaitu suatu peristiwa yang 
oleh Undang- Undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) 
dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat pasif, biasanya dilakukan di 
dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu 
peristiwa. 
Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak 
menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata 
mengenai perbuatannya. 
Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar dalam menjatuhi 
pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar 
pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, 
tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu 
mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas ( 
Principle of legality ) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih 
dahulu dalam perundang- undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam 
                                                             
5 P.A.F.Lamintang,1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm 34 
6 Andi Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 225 
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bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege ( tidak 
ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu ). 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam 
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana 
atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah 
dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan 
asas legalitas (principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak 
ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak 
ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.7 Oleh karena itu, suatu 
asas pokok dari hukum pidana adalah tidak ada pidana (hukuman) tanpa 
ada kesalahan dan setiap kesalahan yang telah dilakukan haruslah dapat 
dipertanggung jawabkan oleh pelaku. Sedangkan unsur objektif adalah 
unsur yang ada hubungannya dengan keadaan atau tindakan- tindakan 
dari pelaku yang harus dilakukan. 
 Unsur- unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: 
1) Kesengajaan atau kelalaian ( dolus dan culpa ); 
2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
                                                             
7  Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana,  Makassar: Rangkang Education, hlm 27 
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3) Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain- lain; 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbrdachteraad seperti 
yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP; 
5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan 
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP 
 Unsur- unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
1) Sifat melawan hukum atau wederrechtelicjkheid; 
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 
KUHP ; dan  
3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat;  
Selain itu dalam terciptanya suatu tindak pidana ada beberapa unsur 
yang harus terpenuhi yakni sebagai berikut :  
1) Adanya perbuatan ( manusia )  
2) Memenuhi rumusan dakam undang- undang ( syarat formil yang 
terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP )  




Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi tindak pidana memiliki 5 (lima ) 
unsur yakni :  
1) Subjek  
2) Kesalahan  
3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan  
4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- 
Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana 
5) Waktu, tempat, dan keadaan ( unsur objektif lainnya ). 
 
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana 
Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat 
diakatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka 
seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. 
Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu 
unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. 
Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 
yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu 
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.  
 Unsur ini antara lain : 
a) Kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa) 
b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
c) Macam-macam maksud atau oogmerk 
d) Merencanakan terlebih dahulu atau voordebachte raad 
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e) Perasaan takut atau vrees 
Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam 
keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.  
 Unsur ini adalah : 
a) Sifat melawan hukum 
b)  Kuasalitas dari perilaku 
c) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab 
dengan suatu kenyataan sebagai akibat8 
 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu 
atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan 
kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, 
demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah 
mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu 
dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok 
kejahatan dan pelanggaran.9 
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat 
dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan 
pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis 
pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat 
                                                             
8 P.A.F.Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,  Bandung: Sinar Baru, hlm 194 
9
 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Makassar, hal. 28.  
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diketahui  dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan 
denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.  
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak 
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti 
bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu 
perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak 
memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu 
akibattertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak 
pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil 
adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa 
yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana.  
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 
unsurkesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah 
tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.  
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak 
pidana pasifdisebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif 
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adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. 
Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya 
diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. 
Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah 
tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak 
pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.Tindak 
pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara 
formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur 
perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak 
pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada 
dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan 
cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu 
akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau 
mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.  
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam 
waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. 
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 
terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat 
saja, disebut juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya, ada tindak 
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak 
pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, 
tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut 
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dengan voordurende delicten. Tindak pidana ini juga dapat disebut 
sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang 
terlarang.  
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah 
semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi  
hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak 
pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar 
kodifikasi KUHP.  
g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) 
dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan 
oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana 
itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan 
tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: 
pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada 
kejahatan pelayaran).  
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 
dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana 
yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dantidak 
diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, 
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tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan 
pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak 
mengajukan pengaduan.  
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana 
diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat 
ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi : 
1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau 
dapat juga disebut dengan bentuk standar;  
2. Dalam bentuk yang diperberat;  
3. Dalam bentuk ringan.  
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, 
pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang 
kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut 
kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian 
disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau 
meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau 
faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak 
pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau 





B. Pidana dan Pemidanaan 
1.      Pengertian Pidana  
    Pengertian Pidana Menurut Van Hamel 
  Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana 
atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum 
umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut 
telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh 
negara. 
 Pengertian Pidana Menurut Simons 
 Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana 
telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan 
suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. 
 Pengertian Pidana Menurut Sudarto 
 Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang 
yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 
 Pengertian Pidana Menurut Roeslan Saleh 
 Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa 
yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. 
 Pengertian Pidana Menurut Ted Honderich  
 Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang 




  Pidana adalah tanggung jawab sosial yang:  
a)   terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum;  
b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama 
perintah hukum terhadap pelanggar hukum.10 
 
2.  Pengertian Pemidanaan 
         Menurut Sudarto11, Perkataan pemidanaan itu adalah sinonim 
dengan perkataan penghukuman. 
 Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa: 
 “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga 
dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan 
tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk 
suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana 
saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar 
pada hukum pidana, istilah tersebut harus dipersempit artinya, 
yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali 
sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan 
pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai 
makna sama dengan sentence atau vervoordeling.” 
         Pemidanaan juga bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi 
dalam hukum pidana. Kata “pidana‟ pada umumnya diartikan sebagai 
hukum, sedangkan “pemidanaan‟ diartikan sebagai penghukuman. 
 Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, 
dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 
mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, 
dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori 
                                                             
      
10
 http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html, di akses 
pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 15.00 
11
 Lamintang & Theo Lamintang , Op.Cit., hlm.35. 
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konsekuensilisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat 
tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 
melakukan kejahatan serupa. 
 Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 
bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai 
upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai 
upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana 
atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa 
tahap perencanaan sebagai berikut: 
1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 
 Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem  atau cara yang 
biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan 
sekarang yakni dalam KUHP: 
1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam 
tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah 
dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. 
Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok 
penjara. 
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk 
kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi. 
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 Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam 
saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok 
yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang 
bersangkutan.  
 Jadi, pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan 
dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali 
dalam Pasal 39 ayat (30) tentang pendidikan paksa dan Pasal 40 tentang 
pengembalian anak yang belum dewasa tersebut kepada orangtuanya. 
 Mengenai maksimum pidana penjara dalam KUHP adalah lima 
belas tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh tahun, 
sedangkan minimum pidana penjara teratas adalah satu hari 
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP.  
 Sedangkan, mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu 
tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam 
hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan atau 
karena ketentuan Pasal 52-52a. adapun minimum pidana kurungan 






                                                             
12
 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan 
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & 
PuKAP-Indonesia: Yogyakarta. hlm. 95.   
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3.        Jenis-Jenis Pidana 
 Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur 
dalam Pasal 10 KUHP13, yakni: 
a. Pidana Pokok 
1. Pidana mati; 
2. Pidana penjara; 
3. Pidana kurungan; dan 
4. Pidana denda; 
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 
1946). 
b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu; 
2. Perampasan barang-barang tertentu; dan 
3. Pengumuman putusan hakim. 
 Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana 
tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, 
yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana 
tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan 
biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). 
Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana 
disebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 
KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. 
                                                             
13
 R.Soesilo, Op.Cit., hlm. 34. 
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Perbedaan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan adalah: 
a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, 
kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap 
anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah, pidana tambahan ini 
di tambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan. 
b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan seperti halnya pidana 
pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif. 
c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan 
eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat 
dijalankan. 
Ad. a. Pidana Pokok terdiri dari: 
1. Pidana Mati 
2. Pidana mati adalah pidana yang berupa pencabutan nyawa terhadap 
terpidana. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP 
14yaitu: 
“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan 
pada leher terpidana kemudian menjatuhkan tempat 
terpidana berdiri” 
 Pelaksanaan dari pidana mati itu kemudian diubah dengan 
Penetapan Presiden tanggal 27 April 1964, Lembaran Negara Tahun 1964 
Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38, yang 
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kemudian telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 196415 
bahwa:  
“Pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan 
dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer 
dilakukan dengan ditembak sampai mati” 
 Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang 
sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok 
Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati 
dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan. 
3. Pidana Penjara 
 Menurut Teguh Prasetyo16, bahwa pidana penjara merupakan 
salah satu bentuk dari pidana yang berupa perampasan kemerdekaan. 
 Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada 
ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua 
puluh tahun). 
Sedangkan P.A.F. Lamintang17 menyatakan bahwa: 
“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana 
berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang 
terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut 
dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan 
mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata 
tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang 
dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka 
yang telah melanggar peraturan tersebut.” 
4.     Pidana Kurungan 
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 Lamintang & Theo Lamintang, Op.Cit., hlm. 50. 
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 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 78. 
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Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana 
penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan 
kemerdekaan. 
Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari 
seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam 
sebuah Lembaga Pemasyarakatan. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan 
dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, 
bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam 
Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan 
ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya 
satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana di dalam Pasal 18 
KUHP: 
“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika 
ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau 
karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu 
tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh 
lebih dari satu tahun empat bulan”. 
 Menurut Vos dalam Andi Hamzah18 dijelaskan bahwa, pidana 
kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu: 
1. Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak 
menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delic culpa dan 
beberapa delic dolus, seperti perkelahian satu lawan satu 
(Pasal 128 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). 
Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang 
dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut 
kejahatan kesusilaan. 
2. Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan 
untuk delik pelanggaran. 
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 Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana 
kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan 
khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara. 
5.        Pidana Denda 
 Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi 
pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah 
uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 
dipidana. 
Menurut P.A.F. Lamintang19 bahwa: 
“Pidana denda itu dapat dijumpai di dalam Buku ke-I dan 
Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah 
diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi 
pelanggaran-pelanggaran.Pidana denda tersebut telah 
diancamkan didalam KUHP, baik sebagai satu-satunya 
pidana pokok, maupun secara alternative, baik dengan 
pidana penjara saja maupun dengan pidana kurungan saja 
ataupun secara alternative dengan kedua jenis pidana-
pidana pokok tersebut secara bersama-sama”. 
 
Menurut  van Hattum dalam Lamintang20 mengatakan: 
“Hal mana disebabkan karena pembentukan undang-undang 
telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan 
bagi pelaku-pelaku dari tindak pidana yang sifatnya ringan 
saja.” 
 Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain 
selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, 
tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas 
nama terpidana.21 
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 Lamintang & Theo Lamintang, Op.Cit, hlm. 79. 
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 Ibid, hlm, 79 
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 Amir Ilyas, Op.Cit, hlm. 113. 
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6.      Pidana Tutupan 
 Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui 
Undang-Undang No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili 
orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara 
karena terdorong oleh maksud yang patut dihormat, hakim boleh 
menjatuhkan pidana tutupan. 
 Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan 
apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan 
perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa 
sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.22 
Ad.b.  Pidana Tambahan 
1.     Pencabutan Hak-hak Tertentu 
 Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya 
adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan 
pidana penjara selama seumur hidup.23 
 Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat 
dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah: 
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; 
2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata; 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasakan aturan-aturan umum; 
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 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori 
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4. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri; 
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 
pengampuan atas anak sendiri; 
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu; 
 Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP 
mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai 
berikut: 
1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka 
lamanya pencabutan adalah seumur hidup. 
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana 
kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan 
paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. 
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua 
tahun dan paling banyak lima tahun. 
 Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat 
dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang 
pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan 
penguasa lain untuk pemecatan itu.24 
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu 
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 Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis 
pidana harta kekayaan seperti halnya pidana denda. Ketentuan mengenai 
perampasan barang-barang tertentu terdapat di dalam Pasal 39 KUHP 
yaitu: 
1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan dapat dirampas; 
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan 
putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan 
dalam undang-undang; 
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-
barang yang telah disetujui. 
 Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya 
diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak 
diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak 
dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama 
enam bulan. Kurungan ini juga dihapus apabila barang-barang yang 
dirampas diserahkan. 
3. Pengumuman Putusan Hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur di dalam Pasal 43 KUHP: 
 “Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang 
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lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara 
melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana 
tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat 
dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang” 
Menurut van Hamel25, tujuan yang terutama dari pengumuman putusan 
hakim ini adalah: 
“Sebagai peringatan bagi kaumnya yang di dalam pekerjaan 
mereka telah melakukan penipuan atau hal-hal yang tidak 
baik.” 
Menurut Noyon dan Langemeijer26, bahwa: 
“Pengumuman dari putusan hakim ini harus bertujuan untuk 
memberikan peringatan kepada mereka yang dikemudian 
akan mengadakan hubungan dengan terpidana.” 
Menurut Pompe27, bahwa: 
“Pengumuman dari putusan hakim dimaksudkan untuk 
mencegah agar orang-orang yang segolongan dengan 
terpidana jangan melakukan tindak pidana-tindak pidana 
yang sama.” 
Menurut  van Bemmelen dalam Lamintang28, pengumuman dari 
putusan hakim ini dimaksudkan untuk memperingatkan publik terhadap 
terpidana. 
 Pidana tambahan ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan 
agar masyarakat terhindar dari kelihaian atau kesembronoan seorang 
pelaku. Pidana tambahan ini dapat dijatuhkan apabila secara tegas 
ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu, yaitu29: 
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1. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang 
keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang; 
Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-
barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan 
sengaja atau karena alpa; 
2. Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain 
luka atau mati; 
3. Penggelapan; 
4. Penipuan; 
5. Tindakan merugikan pemiutang. 
4.    Teori Tujuan Pemidanaan 
 Teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan pengertian 
hukum pidana subjektif. Teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar 
dari hak Negara dalam menjauhkan dan menjalankan pidana tersebut. 
 Menurut Adami Chazawi30, ada beberapa teori yang telah 
dirumuskan untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan 
dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan, teori 
pemidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu: 
1. Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldings 
theorien); 
2. Teori relative atau teori tujuan (doel theorien); 
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1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (vergeldings theorien) 
 Aliran ini menganggap dasar dari hukum pidana adalah alam 
pikiran untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang 
mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, 
Stahl, dan Leo Polak. 
Menurut Stahl, mengemukakan bahwa: 
 “Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan 
Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara 
sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu 
Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum 
dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib 
dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya”. 
Menurut Hegel31 berpendapat bahwa: 
“Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan. Jika 
seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan 
terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya 
hukum, oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana 
berupa ketidakadilan bagi pelakunya atau mengembalikan 
suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum”. 
Menurut Adami Chazawi32, Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan 
pidana mempunyai dua arah, yaitu: 
1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari 
pembalasan); 
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan 
dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari 
pembalasan). 
2. Teori Relatif dan Teori Tujuan (doel theorien) 
 Teori ini berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk 
menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata 
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tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan 
pidana. 
 Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu 
kejahatan,dengan tujuan agar tertib masyarakat tetap terpelihara. 
 Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu 
mempunyai tiga macam sifat, yaitu: 
1. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking); 
2. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering); 
3. Bersifat membinasakan (onschadelijk maken). 
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua, yaitu; 
1. Pencegahan umum (generale preventive), bahwa pengaruh 
pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota 
masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. 
2. Pencegahan khusus (special preventive) adalah bahwa 
pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud 
mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan 
tindak pidana lagi, pengaruhnya ada pada diri terpidana itu 
sendiri dengan harapan si terpidana dapat berubah. 
3. Teori Gabungan (verenigingstheorien) 
 Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua 
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alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini 
dapat dibedakan menjadi dua golongan besar33, yaitu: 
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang 
perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib 
masyarakat. 
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 
tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana 
tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan 
terpidana. 
Pompe dalam Adami Chazawi34  berpandangan bahwa: 
“Pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi 
juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum 
agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin 
dari kejahatan.”  
 Sedangkan Menurut Remmelink dalam Amir Ilyas35 hukum pidana 
bukan bertujuan pada diri sendiri , tetapi ditujukan juga untuk tertib 
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C.   Tindak Pidana Pemerkosan 
1.    Pengertian Pemerkosaan  
Pemerkosaan (Rapping) adalah penetrasi alat kelamin dengan 
paksaan, pemerkosaan dibagi tiga yaitu:  
a. Common Law Rape adalah pemerkosaan dengan wanita 
yang cukup umur.  
b.  Statutory rape adalah pemerkosaan yang dilakukan di bawah 
umur, yang berarti memiliki unsur-unsur phedofilia.  
c. True rape adalah ketika pemerkosaan melakukan 
kegiatannya secara berulang kali untuk menyalurkan nafsu 
seksualnya bersama-sama dengan agresifitas.36 
2. Pemerkosaan menurut KUHP  
 Pasal 285 KUHP yang berbunyi: 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh 
dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan 
hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”37 
 
 Unsur Pasal 285 KUHP 
1) Barang siapa 
2) Dengan kekerasan 
3) Ancaman kekerasan 
4) Adanya unsur paksaan 
5) Wanita di luar perkawinan 
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6) Bersetubuh  
 
Dari rumusan Pasal 285 KUHP di atas dapat diketahui bahwa 
pemerkosaan adalah delik biasa, dan bukan delik aduan. Karena itu, 
polisi dapat memproses kasus pemerkosaan tanpa adanya persetujuan 
dari pelapor atau korban. 
 Pasal 287 KUHP yang berbunyi: 
“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar 
perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus 
diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau 
kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk 
dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun.”38 
    Unsur-unsur Pasal 287 
 Unsur Subjektif:  
Perbuatan perzinahan, Perbuatan pencabulan, Penuntutan, 
Diancam dengan pidana penjara  
 Unsur Objektif:  
Barangsiapa, Atas pengaduan, Umurnya masih dibawah umur 
Sesuai dalam pasal ini bahwa pasal 287 termasuk delik biasa : 
Pasal 287 pencabulan, perzinahan 
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga ( Kekerasan Seksual)  
Pasal 5 
 Kekerasan seksual berat, berupa: 
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a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, 
menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul 
serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, 
terhina dan merasa dikendalikan. 
b)  Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau 
pada saat korban tidak menghendaki. 
c) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, 
merendahkan dan atau menyakitkan. 
d) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 
pelacuran dan atau tujuan tertentu. 
e) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan 
posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi. 
f) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa 
bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka,atau cedera. 
 Kekerasan Seksual Ringan, berupa 
a) pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, 
gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non 
verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun 
perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak 




b) Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan 
ke dalam jenis kekerasan seksual berat.39 
Pasal 47 
 Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah 
tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara aling singkat 4 tahun dan 
pidana penjara paling lama 15 Tahun atau denda paling sedikit 
Rp.12.000.000 atau denda paling banyak Rp. 300.000.000. 
  
 
4.  UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Pasal 81 ayat 1 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 
Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).40 
 Unsur Pasal 81 
 
1) Setiap Orang 
2) Dengan sengaja 
3) Adanya ancaman kekerasan 
4) Adanya paksaan 
5) Melakukan persetubuhan 
 
                                                             
39
 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
40 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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5. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Pasal 76D 
” setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganna 
atau dengan orang lain “ 
Pasal 81 ayat 1 
“ setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)41 
 Unsur Pasal 81 ayat 1 
1) Setiap orang 
2) Adanya paksaan 
 
D. Perbarengan Tindak Pidana (Concursus atau Samenloop) 
1. Pengertian  
Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadi 
nya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik yang dilakukan 
                                                             
41 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak 
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pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan 
delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. 
Pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu delik yang dilakukan oleh 
satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan delik 
yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan 
memidana si pembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagian atau 
seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada 
pengulangan tidaklah diperlukan. 
Sehubungan dengan lebih dari satu delik yang dilakukan oleh satu orang, 
maka ada 3 kemungkinan yang terjadi yaitu : 
1. Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara 
dilakukannya dua delik tidaklah telah ditetapkan satu pidana karena 
delik yang paling awal di antara kedua delik itu. Dalam hal ini, dua 
atau lebih delik itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara 
dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh 
karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi 
justru peringanan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak 
dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi 
cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana 
sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing 
delik. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338) tidaklah dipidana 
dengan dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara 
39 
 
maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara 
dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 
56). 
2. Apabila delik yang lebih awal telah diputus dengan mempidana 
pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi 
tetap , maka disini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan si 
pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengulangan, dan 
disini terdapat pemberian pidana dengan sepertiganya. 
3. Dalam hal delik yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan 
pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai 
kekuatan hokum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan 
maupun pengulangan, melainkan tiap delik itu dijatuhkan tersendiri 
sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa 
delik tersebut. 
Selain keharusan untuk menyidangkan atau menyelesaikan perkara 
beberapa tindak pidana ( perbarengan ) dalam satu majelis dengan 
menjatuhkan pidana, hal yang terpenting kedua dalam perbarengan ialah 
mengenai sistem penjatuhan pidana. 
2. Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana 
Gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, 
concursus ini diatur didalam KUHP Bab. VI, adalah sebagai berikut : 
1. Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP) 
2. Concursus Berlanjut (Pasal 64 KUHP) 
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3. Concursus Realis (Pasal 65 – 71 KUHP) 
KUHP mengatur perbarengan  tindak pidana dalam Bab. VI Pasal 63 – 71. 
Dalam rumusan pasal maupun Bab. IX, KUHP tidak memberikan definisi 
perbarengan tindak pidana (Concursus). Namun, dari rumusan pasal-
pasalnya dapat diperoleh pengertian dan sistem pemberian pidana bagi 
concursus sebagai berikut. 
a) Concursus Idealis  
Concursus idealis adalah suatu perbuatan yang masuk kedalam 
banyak (Lebih dari satu) aturan pidana. Sistem pemberian pidana 
dalam concursus idealis adalah Absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana 
pokok yang terberat, Contoh : 
Terjadi pemerkosaan dijalan umum, maka pelaku dapat diancam dengan 
pidana penjara 12 tahun menurut pasal 285, dan pidana penjara 2 tahun 8 
bulan menurut pasal 281. Dengan sistem asorbsi maka yang dijatuhkan 
pidana adalah pasal 285, yaitu 12 tahun. Namun ketika terjadi perbedaan 
pada jenis pidana pokoknya, maka di ambil jenis pidana pokok yang 
terberat menurut pasal 10 KUHP. 
Selanjutnya didalam pasal 63 ayat (2) terkandung adagium (Lex 
specialis derogate legi generali) atau aturan undang-undang yang khusus 
meniadakan UU yang umum. Jadi ketika ada perbedaan antara aturan 
yang umum dan yang khusus maka diambil yang khusus. 
Dalam pasal 63 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: 
(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka 
yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-
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beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling 
berat. 
(2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang 
umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang 
khusus itulah yang dikenakan. 
Apabila Hakim menghadapi pilihan antara dua pidana pokok sejenis yang 
maksimumnya sama, maka menurut VOS ditetapkan pidana pokok 
dengan tambahan yang paling berat. 
Apabila menghadapi dua pilihan antara dua pidana pokok yang 
tidak sejenis, maka penetuan pidana yang terberat didasarkan pada urut-
urutan jenis pidana seperti tersebut dalam pasal 10 (lihat pasal 69 ayat (1) 
jo pasal 10), jadi misalnya memilih antara 1 minggu penjara, 1 tahun 
kurungan dan denda 5 juta rupiah, maka pidana yang terberat adalah 1 
minggu penjara. Dalam pasal 63 ayat (2) diatur ketentuan khusus yang 
menyimpang dari prinsip umum dalam ayat (1), dalam hal ini berlaku 
adagium “lex specialis derogate legi generali” Contoh : seorang ibu 
membunuh anaknya sendiri pada saat anaknya dilahirkan. Perbuatan ibu 
ini dapat masuk dalam pasal 338 (15 tahun penjara dan pasal 341 (7 
tahun penjara). Maksimum pidana penjara yang dikenakan ialah yang 
terdapat dalam pasal 341 (lex specialis) yaitu 7 tahun penjara. 
2. Perbuatan Berlanjut (Voortegezette Handeling) 
Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa 
perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri, tetapi di antara perbuatan 
itu ada yang hubungan sedemikian eratnya satu sama lain sehingga 
beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjutan. 





Di dalam memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 
KUHP mengatakan bahwa syarat-syarat dari perbuatan berlanjut itu 
adalah bahwa berbagai prilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan 
keputusan terlarang , dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya 
dapat terjadi  dari kumpulan tindak pidana yang sejenis. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari perbuatan berlanjut adalah: 
I. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu 
kehendak jahat; 
II. Delik-delik yang terjadi itu sejenis; dan 
III. Tenggang waktu antara terjdinya tindakan-tindakan tersebut tidak 
terlampau lama. 
Dalam MvT (Memorie van Toelichting), kriteria “perbuatan-perbuatan 
itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai 
satu perbuatan berlanjut” adalah : 
I. Harus ada satu keputusan kehendak 
II. Masing- masing perbuatan harus sejenis 
III. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama 
IV. Batasan waktu yang terciri dalam concursus berlanjut adalah dibatasi 
pada putusan hakim (in kracht). 
Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan 
sistem absorbs, yaitu hanya dikenakan ancaman terberat. Dan apabila 
berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan pidana pokok yang terberat. 
Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa 
perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum 
mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis.  Seperti yang 
dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau 
sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula 
segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, 
penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai 
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dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi 
semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai 
penganiayaan berat. 
Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak melulu 
dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang 
berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan 
pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang 
dipalsu atau yang dirusak itu (Vide Pasal 64 ayat 2 KUHP). 
Contoh dari beberapa perbuatan yang tidak sejenis dan bukan 
merupakan syarat adanya perbuatan berlanjut adalah seperti yang 
ternyata dalam Arrest HR 30 Juni 1913 bahwa bukan merupakan 
perbuatan berlanjut karena perbuatan-perbuatan yang tidak sama jenis 
adalah membuka suatu surat (pasal 432 KUHP) serta mengubah isinya 
(pasal 433 KUHP). 
Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut 
sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni 
berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang 
waktu yang tidak terlalu lama. 
Dalam Arrest HR 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut 
tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang 
telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus 
mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama.  
Satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang 
dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana 
tersebut berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu objek tindak pidana 
tersebut.  Untuk lebih menyederhanakan hal ini R. Soesilo memberi 
contoh dari adanya “timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan”, 
misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi 
tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit.  Ia 
hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang 
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majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagu mencuri 
kawat-kawat dan seterusnya. 
Mengenai syarat “satu keputusan kehendak” Simons 
mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada 
kehendak untuk tiap-tiap kejahatan.  Berdasar pengertian luas ini, maka 
tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan 
dalam rangka pelaksanaan satu tujuan misalnya untuk melampiaskan 
balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-
perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya 
membunuh. 
Dalam tataran praktek untuk membuktikan adanya satu niat ini cukup 
sulit, sebagai contoh dalam Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 
Maret 1963 dinyatakan bahwa penghinaan-penghinaan ringan yang 
dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan tidak 
mungkin berdasar satu keputusan kehendak (wilsbesluit), maka tidak 
dapat di pandang lagi satu perbuatan dan tidak dapat atas kesemua 
perkara diberikan satu putusan. 
Dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan 
adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan 
pada satu objek tindak pidana (object delict). 
Syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang 
tidak lama.  Pengertian “waktu yang tidak lama” ini terlihat sangat mudah 
dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena 
tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan “waktu yang tidak lama”, 
apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur. 
Sebagai bahan pegangan dalam Arrest HR 26 Juni 1905 dinyatakan 
bahwa adanya kesamaan jenis dari perbuatan-perbuatan tidaklah cukup.  
Apabila dua perbuatan terpisah oleh suatu waktu perantara selama 4 hari 
dan tidak terbukti, bahwa garis perbuatan tersangka pada perbuatan yang 
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pertama adalah sama dengan perbuatan yang kedua, maka tidak ada 
perbuatan berlanjut. 
3. Concursus Realis 
Concursus realis (meerdaadse samenloop) terjadi apabila 
seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing 
perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu 
sejenis dan tidak perlu berhubungan). Concursus realis diatur dalam Pasal 
65-71 KUHP. Menurut ketentuan yang termuat dalam KUHP, concursus 
realis dibedakan antara jenis tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana 
kejahatan termuat dalam pasal 65 dan 66 KUHP. Sedangkan tindak 
pidana pelanggaran termuat dalam pasal 70 dan 70 bis. Pasal 65 KUHP 
mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan 
pidana pokok sejenis dan sistem pemidanaan menggunakan sistem 
absorpsi diperberat. Pasal 66 KUHP mengatur gabungan dalam beberapa 
perbuatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis dan 
sistem pemidanaanya juga menggunakan absorpsi diperberat.  
Perbedaan antara pasal 65 dan 66 KUHP terletak pada pidana 
pokok yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang timbul karena 
perbuatan-perbuatannya itu yaitu apakah pidana pokok yang 
diancamkannya itu sejenis atau tidak. 
Sedangkan pasal 70 KUHP mengatur apabila seseorang 
melakukan beberapa pelanggaran atau apabila seseorang melakukan 
beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran. Jika 
pasal 65 dan 66 menyebutkan tentang gabungan kejahatan dengan 
kejahatan, pasal 70 memberi ketentuan tentang gabungan kejahatan 
dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran.  
Dalam hal ini maka kejahatannya dijatuhkan hukumannya sendiri, 
sedangkan bagi masing-masing pelanggarannya pun dikenakan hukuman 
sendiri-sendiri dengan pengertian bahwa jumlah semuanya dari hukuman 
kurungan yang dijatuhkan bagi pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh 
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lebih dari satu tahun empat bulan dan mengenai hukuman kurungan 
pengganti denda tidak lebih dari delapan bulan.  
Pasal 70 bis menentukan kejahatan-kajahatan ringan dianggap 
sebagai pelanggaran. Bagi masing-masing kejahatan ringan tersebut 
harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri dengan ketentuan bahwa jika 
dijatuhkan hukuman penjara maka jumlah semua hukuman tidak boleh 
lebih dari delapan bulan. 
3. Stelsel Pemidanaan 
1.  Stelsel Absorpsi (Absorptie Stelsel) 
Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang 
merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana 
yang berbeda-beda jenisnya, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan 
satu pidana saja yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut 
melaksanakan beberapa delik. 
Contoh: 
A melakukan tiga jenis delik. Untuk delik I diancam pidana penjara 1 
tahun, untuk delik II diancam pidana penjara 2 tahun dan untuk delik III 
diancam pidana penjara 3 tahun. Pidana yang terberat seolah-olah 
menelan atau menghisap/menyerap pidana yang ringan-ringan. 
2.  Stelsel Kumulasi (Cumulatie Stelsel) 
Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang 
merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, 
maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap tiap-




Seperti contoh di atas, terhadap A yang melakukan tiga jenis delik yang 
masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri itu, maka menurut 
stelsel ini ketiga pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik 
dijatuhkan semuanya, yaitu 6 tahun (1 tahun ditambah 2 tahun ditambah 3 
tahun). 
3.  Stelsel Absorpsi Diperberat (Verscherpte Absorptie Stelsel) 
Apabila seseorang melakukan beberpaa perbuatan yang 
merupakan ebberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan 
pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel ini, pada hakekatnya dijatuhkan 1 
pidana saja, yaitu pidana yang terberat. Akan tetapi diperberat dengan 
menambah sepertiganya. 
Contoh: 
Pidana yang dijatuhkan terhadap A dalam contoh di atas, menurut stelsel 
absorpsi diperberat adalah 3 tahun ditambah 1 tahun (1/3 x 3 tahun) 
menjadi 4 tahun. 
4.  Stelsel Kumulasi Terbatas (Gematigde Cumulatie Stelsel) 
Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang 
menimbulkan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan 
pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini, semua pidana yang 
diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya, akan 
tetapi jumlah pidana itu harus dibataso, yaitu jumlahnya tidak boleh 




Terhadap A dalam contoh di atas mestinya dijatuhi pidana 6 tahun (1 
tahun ditambah 2 tahun ditambah 3 tahun); akan tetapi jumlah lamanya 
segala pidana itu dibatasi yaitu tidak boleh lebih dari 4 tahun (3 tahun 
ditambah 1/3 x 3 tahun). 
 
E.   Pengertian Anak sebagai korban 
Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak 
memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud 
memberikan isi, nilai, kepuasan diri yang di sebabkan oleh keberhasilan 
mendapatkan keturunan untuk melanjutkan semua cita-cita dan eksistensi 
hidupnya.  
Anak sebagai korban ada dalam Pasal 1 angka 4 Undang – undang 
No. 11 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut :42 
“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang 
selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
disebabkan oleh tindak pidana.” 
 
Berikut ini adalah definisi dan pengertian tentang anak menurut 
beberapa ilmu hukum yang ada. 
 
 
                                                             
42 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
49 
 
1. Pengertian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) 
Hukum pidana di Indonesia berdasarkan atas Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana atau dengan kata lain kitab undang-undang hukum pidana 
adalah acuan dasar dalam ilmu hukum yang diterapkan di Indonesia. 
Pengertian tentang anak apabila masuk ke dalam lingkup hukum pidana 
juga harus di kaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun 
dalam Kitab Undang-undang hukum pidana tidak di temukan secara jelas 
definisi tentang anak melainkan hanya definisi tentang ”belum cukup umur 
(minderjarig)”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur 
dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya. Namun, 
pengertian belum cukup umur belum memberikan arti yang jelas, tetapi 
dalam pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi:43 
“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur 
(minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum 
umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, 
memerintahkan supaya yang bersalah di serahkan 
kepada pemerintah,tanpa pidana apapun yaitu jika 
perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu 
pelanggaran tersebut.” 
 
Pasal 45 KUHP sudah di cabut ketentuannya tentang penuntutan 
anak dikarenakan telah ada undang-undang yang lebih khusus mengatur 
tentang masalah anak, yaitu Undang-undang N0. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. 
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Kitab Undang-undang Hukum pidana,(wetboek van strafrecht), 2001, di terjemahkan oleh 
Moeljatno, Jakarta: Bumi Aksara, Pasal 45. 
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Dalam pasal 283 ayat (1) di maksudkan bahwa anak di bawah 
umur adalah seseorang yang belum berumur tujuh belas tahun. Hal ini 
dapat di lihat dalam isi pasal tersebut, yaitu : 
“di ancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan atau denda paling banyak enam 
ratus rupiah, barang siapa menertawakan, 
memberikan untuk terus maupun untuk 
sementara waktu,menyerahkan atau 
memperlihatkan tulisan, gambaran, atau benda 
yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk 
mencegah atau mengugurkan hamil, kepada 
seseorang yang belum cukup umur dan yang di 
ketahui atau sepatutnya di duga, bahwa umurnya 
belum tujuh belas tahun..” 
 
Sedangkan dalam Pasal 287 ayat (1) di maksudkan, bahwa anak di 
bawah umur adalah seseorang yang belum berumur lima belas tahun, 
seperti tercantum dalam bunyi pasal di bawah ini: 
“Barangsiapa bersetubuh dengan wanita di luar 
perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus 
diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun...” 
Dengan demikian, pengertian anak di bawah umur menurut Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana terdapat tiga kategori anak di bawah 
umur, yaitu anak di bawah umur enam belas tahun dalam Pasal 283 ayat 
(1) yang berhubungan dengan tulisan-tulisan, gambaran atau benda yang 
melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan 
hamil, serta anak di bawah umur lima belas tahun dalam Pasal 287 ayat 
(1), yang berkaitan dengan persetubuhan. Maka, jelaslah bahwa pasal 45 
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KUHP merupakan aturan umum, sedangkan pasal-pasal lain di atas 
merupakan pengecualian daripada aturan umum tersebut. 
 
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata 
Hukum perdata menjamin hak-hak dasar bagi seorang anak sejak 
lahir bahkan sejak masih dalam kandungan. Dalam hukum perdata, 
pengertian anak di maksdukan pada pengertian “kebelum dewasaan”, 
karena menurut hukum perdata seorang anak yang belum dewasa sudah 
bisa mengurus kepentingan-kepentingan keperdataannya. Untuk 
memenuhi keperluan ini, maka di adakan peraturan tentang 
“hendlichting”,yaitu suatu pernyataan tentang seseorang yang belum 
mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja 
di persamakan dengan seorang yang sudah dewasa.44 
Menurut pasal 330 KUHPerdata belum dewasa adalah : 
“Mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu 
tahun, tidak lebih dahulu telah kawin.” 
 
3. Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 
tentang perlindungan Anak 
Hukum perlindungan anak menggunakan dasar hukum yang 
terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
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Anak, pengertian anak adalah: 45 
“ seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan.” 
Menurut pasal tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih di dalam 
kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan 
perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada di 
dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. 
4. Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak 
Salah satu hak anak yang harus diupayakan adalah kesejahteraan, 
karena anak merupakan tunas bangsa dan potensi serta penerus cita-cita 
perjuangan bangsa yang rentan terhadap perkembangan zaman dan 
perubahan lingkungan dimana hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi 
jiwa dan psikologisnya. Pelaksanaaan pengadaan kesejahteraan 
bergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subyek dalam 
usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut, yang maksudnya adalah 
bahwa setiap peserta bertanggungjawab atas pengadaan kesejahteraan 
anak.46 
Dalam pengupayaan kesejahteraan ini tidak hanya dibebankan kepada 
orang tua semata, tetapi juga oleh lingkungan tempat si anak tumbuh dan 
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Indonesia (b), Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak, (UU No.23 
Tahun 2003), Pasal 1 ayat (1) 
46
Arif Gosita 2001, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Akademika Pressindo, hlm 213 
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berkembang serta pemerintah sebagai penanggungjawab kesejahteraan 
generasi penerus bangsa. Pengupayaan kesejahteraan anak oleh 
pemerintah yang sesuai dengan hukum kesejahteraan anak telah di 
tuangkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan 
anak yang isinya tentang pengupayaan kesejahteraan anak yang di 
selenggarakan oleh negara. 
5. Pengertian anak menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 
tentang pengadilan anak 
Dalam undang-undang n0. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, 
diatur tentang hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak atau 
proses peradilan anak yang mana harus di bedakan dengan orang 
dewasa. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan 
dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut. Jadi, undang-
undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengenal pengertian 
anak yaitu pada umumnya dan pengertian anak nakal pada khususnya, 
yang dimaksudkan untuk memberikan pembedaan terhadap anak yang 
melakukan suatu tindakan yang dikategorikan pidana. 
Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya 
interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh 
sebab itu, apabila ingin mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak 
yang bai atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka diharuskan 
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memperhatikan fenomena mana yang releva, yang mempunyai peran 
penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.47 
 
F.   Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, 
yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya 
sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum.  
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti 
minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. 
Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan 
rumusan pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya.  
Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki adanya minimum alat 
bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan 
terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. Maksud sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti 
yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menyebut alat 
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bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, 
dan keterangan terdakwa.  
Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, 
faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana 
adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. 
Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, 
berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang 
memberatkan antara lain memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak 
mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, 
dan sebagainya.  
1.    Pertimbangan Yuridis 
 Alat Bukti 
Menurut R. Atang Ranomiharjo48, alat bukti adalah alat-alat yang 
ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut 
dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan 
keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang 
telah dilakukan oleh terdakwa.  
Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dalam 
pengadilan pidana terbagi menjadi:  
1. Keterangan saksi  
2. Keterangan ahli  
3. Surat 
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4. Petunjuk  
5. Keterangan terdakwa  
Untuk keterangan saksi ahli, menurut pasal 186 KUHAP, adalah 
apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya, dalam 
penjelasan pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli dapat 
diberikan pada saat pemeriksaan di sidang dan dicatat dalam berita acara 
pemeriksaan, setelah ahli tersebut mengucapkan sumpah atau janji di 
hadapan hakim.  
Dari pasal tersebut, dapat dirumuskan bahwa syarat-syarat 
keterangan ahli adalah sebagai berikut: 
1. Dinyatakan oleh seorang ahli  
2. Dinyatakan di dalam sidang pengadilan  
3. Diberikan di bawah sumpah.  
Jadi, keterangan seorang saksi ahli yang didapat dalam 
persidangan pidana adalah sah untuk dijadikan alat bukti dalam suatu 
persidangan pidana. 
 
 Fakta Hukum 
Fakta hukum ini adalah hasil pergulatan hakim dalam 
mengkonstatir, yaitu melihat, mengetahui dan membenarkan telah 
terjadinya peristiwa. Dari mana hakim dapat membenarkan telah 
terjadinya suatu peristiwa, tentu saja dari ruang yang bernama 
pembuktian tadi. Sebagaimana telah disebutkan di atas baik penuntut 
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umum maupun terdakwa (dan penasehat hukumnya) diberikan 
kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian dalam proses 
persidangan. 
Dengan demikian, berangkat dari sudut pandang yang kemudian 
melahirkan pola sikap dan pola tindak komponen peradilan pidana, 
terutama antara penuntut umum dan terdakwa, meskipun yang hendak 
dicari adalah kebenaran materiil maka tidak jarang dari alat-alat bukti yang 
diajukan di persidangan akan terjadi benturan dan tidak jarang juga saling 
bertolak belakang. Benturan dan pertentangan tentu saja dalam bentuk 
alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan 
oleh terdakwa. Dalam proses peradilan pidana, maka pengadilan (dalam 
hal ini hakim) lah yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk 
menilai, tidak saja untuk menilai apakah alat-alat bukti yang diajukan 
memenuhi syarat formil, materiil, memenuhi batas pembuktian bahkan 
juga kekuatan pembuktiannya. 
Menurut penulis, hasil penilaian hakim terhadap alat-alat bukti 
inilah, yang kemudian dijadikan dasar bagi hakim untuk „menetapkan‟ 
suatu peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, yang disebut dengan fakta 
hukum. Karena tentunya tidak semua alat-alat bukti yang diajukan 
tersebut setelah memenuhi syarat formil tersebut memenuhi syarat 
materiil, dalam arti mempunyai kekuatan pembuktian akan suatu 
peristiwa. Oleh undang-undang pula, hakim pula yang diberi kewenangan 
untuk menilai kekuatan pembuktian dari seluruh alat-alat bukti yang 
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diajukan dipersidangan. Hukum acara telah pula membatasi dan mengatur 
cara dan bagaimana hakim dalam mempergunakan dan menilai kekuatan 
pembuktian yang melekat pada setiap alat-alat bukti, yang tentunya dalam 
batas yang dibenarkan undang-undang dalam mewujudkan kebenaran 
materiil. 
Dalam menentukan apakah suatu alat bukti dalam persidangan 
tersebut dapat membuktikan dan membenarkan akan adanya suatu 
peristiwa, maka dalam teori banyak dikenal beberapa sistem pembuktian, 
diantaranya conviction-intime yaitu pembuktian yang didasarkan pada 
semata keyakinan hakim, conviction-raisonee, pembuktian dengan 
keyakinan yang didasarkan pada alasan yang rasional, undang-undang 
secara positif, yaitu semata hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah 
ditentukan dan undang-undang secara negatit, yaitu dari minimal alat bukti 
yang dapat menimbulkan keyakinan hakim. Yang terakhirlah yang dianut 
dalam hukum acara pidana di Indonesia, biasa disebut sebagai „negatief 
wettelijk stelsel‟ atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang 
secara negatif. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang 
sah (sebagaimana telah disebutkan diatas), hakim memperoleh keyakinan 
bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwalah yang bersalah 




Kembali ke fakta hukum, dalam putusan pidana terutama 
pengadilan negeri, fakta hukum tertuang sebelum hakim 
mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum. 
Biasanya didahului dengan perkataan  
“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, 
keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini 
yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta 
hukum sebagai berikut”.  
Dengan demikian jelas bahwa tidak seluruh pembuktian dari alat-
alat bukti yang diajukan dipersidangan kesemuanya akan menjadi fakta 
hukum, fakta hukum hanya muncul setelah hakim melakukan penilaian 
dari persesuaian alat-alat bukti dan alasan-alasannya, pun seandainya 
hakim menganggap satu atau beberapa alat bukti tidak mempunyai 
kekuatan pembuktian materiil. Karena dalam perkara pidana, yang hendak 
dicari kebenaran materiil, maka keseluruhan alat-alat bukti yang ada tidak 
ada satupun alat bukti yang dapat mengikat hakim, karena alat-alat bukti 
tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, 
hakim diberi kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat 
bukti. 
Dengan demikian, menurut penulis, fakta hukum dalam suatu 
putusan akan sangat menentukan tahapan selanjutnya dari rangkaian 
pembuatan putusan. Setelah ditetapkan fakta hukum dalam sebuah 
persidangan, maka hakim telah menetapkan kebenaran (materiil) akan 
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suatu peristiwa (yang diduga tindak pidana). Selanjutnya secara singkat, 
hakim akan mengkualifisir, fakta hukum tersebut apakah suatu tindak 
pidana atau bukan dengan menghubungkannya dengan unsur-unsur 
pasal tindak pidana yang didakwakan, dan akan diakhiri dengan 
mengkonstituir, dalam arti menetapkan hukum apakah dari fakta hukum 
tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana yang 
didakwakan dan adanya kesalahan dari terdakwa yang akan berujung 
pada putusan bebas, lepas atau pemidanaan.49 
2.   Pertimbangan Non Yuridis ( Sosiologis ) 
Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan 
ditegakan sebagaimana yang di inginkan oleh bunyi hukum / 
peraturannya. Fiat Justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh 
hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada 
kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan 
mempertimbangkan layak tidaknya seseorang di jatuhi pidana seorang 
hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan 
bukti-bukti yang ada. 
Faktor- faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara , yaitu : 
 Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup di masyarakat. 
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 Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-
nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan 
terdakwa. 
 Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban. 
 Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
 Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
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A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian akan di adakan di daerah hukum Kota Makassar 
yaitu pada Pengadilan Negeri Makassar karena dapat memberikan data 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 
B.     Jenis dan Sumber Data 
Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1) Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber penelitian yang 
menjadi sumber data dari primer ini adalah kitab undang-undang 
dan putusan. 
2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. 
Sumbernya adalah buku- buku literatur serta hasil karya hukum lain 
yang terkait dengan proposal ini. 
3) Data Tersier yaitu data yang di peroleh melalui ensiklopedia dan 
kamus- kamus hukum 
Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari 
tiga bagian grand methode yaitu library research, ialah karya ilmiah yang 
didasarkan pada literatur atau pustaka; field research, yaitu penelitian 
yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan bibliographic research, 




Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka 
dari tiga jenis grand method yang telah disebutkan, dalam penelitian ini 
akan digunakan metode penelitian library research atau penelitian 
kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut 
“Legal Research” atau “Legal Research Instruction”.51 
Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan 
(field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga 
dapat dikatakan sebagai library based, focusing on reading and analysis 
of the primary and secondary materials52 
 
C.    Teknik Pengumpulan Data 
Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan 
penelitian53. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang 
dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan 
menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. 
Pengumpulan data dalam penelitian library research (penelitian 
kepustakaan) ini adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah 
arsip atau studi pustaka seperti mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel, dan putusan Pengadilan Negri Makassar No. 1209/Pid.B 
/2012/PN.Mks serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya 
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dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum sekunder 
yang diperoleh.  
D. Bahan Hukum 
Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam 
penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum 
diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang 
dikenal adalah bahan hukum.54 Dalam penelitian hukum normatif bahan 
pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya 
disebut bahan hukum sekunder55. Dalam bahan hukum sekunder terbagi 
bahan hukum primer dan sekunder. 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri 
dari: 
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-
undang No. 23 Tahun 2002 
 Putusan no.1209/Pid.B/2012/PN.Mks 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang 
bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan 
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di dalamnya seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari 
kalangan hukum dan seterusnya. 
3. Bahan Hukum Tersier 
    Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus 
hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.56 
 
E. Analisis Data 
Setelah data terkumpul dan dianggap telah mencukupi, baik dari 
data primer maupun sekunder atau tersier, maka selanjutnya data 
tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut 
akan dituangkan secara deskriptif dalam artian bahwa data akan 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan 
penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan dan sesuai dengan 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana 
Pemerkosaan Oleh Bapak Terhadap Anak Tiri ( Studi Kasus 
Putusan No. 1209/Pid.B/2012/PN.Mks ) 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa Safiuddin, S.E pada hari dan tanggal yang tidak dapat di 
ingat lagi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di 
rumah saksi korban di Jl. Muslimin Daeng Tutu No. 5P Makassar atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Awal mulanya perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi Nurul Fitri 
(ibu korban Marcelia) ketika saksi Nurul Fitri bermimpi melihat terdakwa 
Saifuddin meremas/memegang buah dada Marcelia Victorina dan dari 
mimpi saksi Nurul Fitri tersebut selalu di hantui perasaan gelisah hingga 
saksi Nurul Fitri menanyakan kepada terdakwa perihal mimpinya tersebut 
dan terdakwa memperkosa saksi korban Marcelia namun terdakwa 
Safiuddin mengatakan kepada saksi Nurul Fitri dengan kata “ ah 
sembarang kau itu, masa mimpi saja kau percaya tidak mungkin saya 
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lakukan perbuatan tersebut terhadap anakmu “ dan jawaban  terdakwa 
tersebut telah membuat hati saksi Nurul menjadi tenang sehingga saksi 
melupakan perihal mimpinya tersebut, hingga pada tanggal 28 Januari 
2012 saksi Nurul berangkat ke Kalimantan Timur dan setelah sampai hati 
saksi Nurul tetap tidak tenang sehingga tanggal 12 april 2012 saksi Nurul 
langsung menanyakan kepada saksi korban Marcelia dengan mengatakan 
“ apakah kamu pernah di setubuhi atau di cabuli oleh Bapak tiri kamu? 
Karena mami pernah bermimpi kamu telah di remas / di pegang buah 
dada kamu sama ayahmu(terdakwa Safiuddin)” dan berhubung karena 
saksi Nurul terus mendesak saksi korban hingga saksi korban Marcelia 
mengaku dan langsung menceritakan kepada saksi Nurul bahwa memang 
betul terdakwa Safiuddin telah menyetubuhi dan memerkosa saksi korban 
secara berulang-ulang hingga saksi korban Marcelia merasa sangat 
tertekan dan malu terhadap sesama teman-teman saksi korban. Terdakwa 
Safiuddin melakukan persetubuhan dengan saksi korban Marcelia 
sebanyak lebih dari (1)  satu kali dan saksi korban tidak dapat menghitung 
lagi kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya 
karena berlangsung selama 2 (dua) tahun namun yang pasti saksi Nurul 
tidak berada di rumah, terdakwa langsung melakukan persetubuhan 
terhadap saksi korban Marcelia Victorina Moningka dengan cara terdakwa 
memaksa saksi korban masuk ke dalam kamar lalu terdakwa membuka 
secara paksa baju dan celana saksi korban kemudian terdakwa 
memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina Marcelia kemudian 
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terdakwa menggosok-gosokkan burungnya di vagina saksi korban secara 
naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga saksi korban merasa 
kesakitan pada vagina saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan alat 
kelaminnya dari vagina saksi korban hingga vagina saksi korban terasa 
perih dan terdapat bercak darah pada celana dalam yang di kenakan oleh 
saksi korban. 
Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa tertekan dan 
mengalami robekan pada selaput darah sebagaimana dalam Visum Et 
Refertum nomor : VER / 40 / IV / 2012 / RUMKIT tanggal 16 April 2012 
yang di buat dan di tanda tangani di bawah sumpah oleh Dr. Abadi Aman, 
sp.OG yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara atas permintaan 
dari penyidik Polrestabes Nomor : K / 904 / IV / 2012 tanggal 16 April 
2012. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Pertama : 
Bahwa ia terdakwa Safiuddin, S.E pada hari dan tanggal yang tidak 
dapat di ingat lagi pada tahun 2009 sampai dengan hari dan tanggal yang 
tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada 
waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 
2010, bertempat di Rumah saksi korban di Jl. Muslimin Daeng Tutu No. 
5P Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih 
termasuk dalam wilayah Hukum Negeri Makassar, dengan sengaja 
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melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu 
saksi korban Marcelia Victorina Moningka melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan 
cara sebagai berikut : 
Bahwa awal mulanya perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi Nurul 
Fitri (ibu korban Marcelia) ketika saksi Nurul Fitri bermimpi melihat 
terdakwa Saifuddin meremas/memegang buah dada Marcelia Victorina 
dan dari mimpi saksi Nurul Fitri tersebut selalu di hantui perasaan gelisah 
hingga saksi Nurul Fitri menanyakan kepada terdakwa perihal mimpinya 
tersebut dan terdakwa memperkosa saksi korban Marcelia namun 
terdakwa Safiuddin mengatakan kepada saksi Nurul Fitri dengan kata “ ah 
sembarang kau itu, masa mimpi saja kau percaya tidak mungkin saya 
lakukan perbuatan tersebut terhadap anakmu “ dan jawaban  terdakwa 
tersebut telah membuat hati saksi Nurul menjadi tenang sehingga saksi 
melupakan perihal mimpinya tersebut, hingga pada tanggal 28 Januari 
2012 saksi Nurul berangkat ke Kalimantan Timur dan setelah sampai hati 
saksi Nurul tetap tidak tenang sehingga  tanggal 12 april 2012 saksi Nurul 
langsung menanyakan kepada saksi korban Marcelia dengan mengatakan 
“ apakah kamu pernah di setubuhi atau di cabuli oleh Bapak tiri kamu? 
Karena mami pernah bermimpi kamu telah di remas / di pegang buah 
dada kamu sama ayahmu(terdakwa Safiuddin)” dan berhubung karena 
saksi Nurul terus mendesak saksi korban hingga saksi korban Marcelia 
mengaku dan langsung menceritakan kepada saksi Nurul bahwa memang 
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betul terdakwa Safiuddin telah menyetubuhi dan memerkosa saksi korban 
secara berulang-ulang hingga saksi korban Marcelia merasa sangat 
tertekan dan malu terhadap sesama teman-teman saksi korban. 
Bahwa terdakwa Safiuddin melakukan persetubuhan dengan saksi 
korban Marcelia sebanyak lebih dari (1)  satu kali dan saksi korban tidak 
dapat menghitung lagi kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh 
terdakwa terhadap dirinya karena berlangsung selama 2 (dua) tahun 
namun yang pasti saksi Nurul tidak berada di rumah, terdakwa langsung 
melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Marcelia Victorina 
Moningka dengan cara terdakwa memaksa saksi korban masuk ke dalam 
kamar lalu terdakwa membuka secara paksa baju dan celana saksi 
korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam 
vagina Marcelia kemudian terdakwa menggosok-gosokkan burungnya di 
vagina saksi korban secara naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit 
hingga saksi korban merasa kesakitan pada vagina saksi korban hingga 
terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi korban hingga 
vagina saksi korban terasa perih dan terdapat bercak darah pada celana 
dalam yang di kenakan oleh saksi korban. 
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa 
tertekan dan mengalami robekan pada selaput darah sebagaimana dalam 
Visum Et Refertum nomor : VER / 40 / IV / 2012 / RUMKIT tanggal 16 April 
2012 yang di buat dan di tanda tangani di bawah sumpah oleh Dr. Abadi 
Aman, sp.OG yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara atas 
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permintaan dari penyidik Polrestabes Nomor : K / 904 / IV / 2012 tanggal 
16 April 2012. 
Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merusak masa depan 
saksi korban Marcelia Victorina Moningka dan saksi korban merasa 
sangat tertekan. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam 
pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) 
KUHPidana. 
KEDUA : 
Bahwa ia terdakwa Safiuddin, S.E pada hari dan tanggal yang tidak 
dapat di ingat lagi pada tahun 2009 sampai dengan hari dan tanggal yang 
tidak dapat di ingat lagi tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu 
yang masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 
bertempat di Rumah saksi korban di Jl. Muslimin Daeng Tutu No. 5P  
Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih 
termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa 
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan 
atau membujuk Anak yaitu saksi korban Marcelia Victorina Moningka 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang 
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
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 Awal mulanya perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi Nurul Fitri 
(ibu korban Marcelia) ketika saksi Nurul Fitri bermimpi melihat 
terdakwa Saifuddin meremas/memegang buah dada Marcelia 
Victorina dan dari mimpi saksi Nurul Fitri tersebut selalu di hantui 
perasaan gelisah hingga saksi Nurul Fitri menanyakan kepada 
terdakwa perihal mimpinya tersebut dan terdakwa memperkosa 
saksi korban Marcelia namun terdakwa Safiuddin mengatakan 
kepada saksi Nurul Fitri dengan kata “ ah sembarang kau itu, 
masa mimpi saja kau percaya tidak mungkin saya lakukan 
perbuatan tersebut terhadap anakmu “ dan jawaban  terdakwa 
tersebut telah membuat hati saksi Nurul menjadi tenang sehingga 
saksi melupakan perihal mimpinya tersebut, hingga pada tanggal 
28 Januari 2012 saksi Nurul berangkat ke Kalimantan Timur dan 
setelah sampai hati saksi Nurul tetap tidak tenang sehingga 
tanggal 12 april 2012 saksi Nurul langsung menanyakan kepada 
saksi korban Marcelia dengan mengatakan “ apakah kamu pernah 
di setubuhi atau di cabuli oleh Bapak tiri kamu? Karena mami 
pernah bermimpi kamu telah di remas / di pegang buah dada 
kamu sama ayahmu(terdakwa Safiuddin)” dan berhubung karena 
saksi Nurul terus mendesak saksi korban hingga saksi korban 
Marcelia mengaku dan langsung menceritakan kepada saksi Nurul 
bahwa memang betul terdakwa Safiuddin telah menyetubuhi dan 
memerkosa saksi korban secara berulang-ulang hingga saksi 
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korban Marcelia merasa sangat tertekan dan malu terhadap 
sesama teman-teman saksi korban. 
 Bahwa terdakwa Safiuddin melakukan persetubuhan dengan saksi 
korban Marcelia sebanyak lebih dari (1)  satu kali dan saksi 
korban tidak dapat menghitung lagi kejadian persetubuhan yang 
dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya karena berlangsung 
selama 2 (dua) tahun namun yang pasti saksi Nurul tidak berada 
di rumah, terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap 
saksi korban Marcelia Victorina Moningka dengan cara terdakwa 
memaksa saksi korban masuk ke dalam kamar lalu terdakwa 
membuka secara paksa baju dan celana saksi korban kemudian 
terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina 
Marcelia kemudian terdakwa menggosok - gosokkan burungnya di 
vagina saksi korban secara naik turun selama kurang lebih 2 (dua) 
menit hingga saksi korban merasa kesakitan pada vagina saksi 
korban hingga terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari 
vagina Marcelia Victorina Moningka. 
 Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum nomor : VER / 40 / IV / 
2012 / RUMKIT tanggal 16 April 2012 yang di buat dan di tanda 
tangani di bawah sumpah oleh Dr. Abadi Aman, sp.OG yang di 
keluarkan oleh Rumah Sakit  Bhayangkara atas permintaan dari 
penyidik Polrestabes Nomor : K / 904 / IV / 2012 tanggal 16 April 
2012 telah di terangkan dalam hasil pemeriksaan dalam 
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kesimpulan berdasarkan pemeriksaan, di temukan robekan lama 
selaput dara pada korban Marcelia Victorina Moningka. 
 Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merusak masa depan 
saksi korban Marcelia Victorina Moningka dan saksi korban 
merasa sangat tertekan. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana 
dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) 
KUHPidana. 
KETIGA : 
Bahwa ia terdakwa Safiuddin, S.E pada hari dan tanggal yang tidak 
dapat di ingat lagi pada tahun 2009 sampai dengan hari dan tanggal yang 
tidak dapat di ingat lagi tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu 
yang masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 
bertempat di Rumah saksi korban di Jl. Muslimin Daeng Tutu No. 5P  
Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih 
termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa 
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan 
atau membujuk Anak yaitu saksi korban Marcelia Victorina Moningka 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara 
beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan 
atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di 
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pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan 
oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
 Awal mulanya perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi Nurul Fitri 
(ibu korban Marcelia) ketika saksi Nurul Fitri bermimpi melihat 
terdakwa Saifuddin meremas/memegang buah dada Marcelia 
Victorina dan dari mimpi saksi Nurul Fitri tersebut selalu di hantui 
perasaan gelisah hingga saksi Nurul Fitri menanyakan kepada 
terdakwa perihal mimpinya tersebut dan terdakwa memperkosa 
saksi korban Marcelia namun terdakwa Safiuddin mengatakan 
kepada saksi Nurul Fitri dengan kata “ ah sembarang kau itu, 
masa mimpi saja kau percaya tidak mungkin saya lakukan 
perbuatan tersebut terhadap anakmu “ dan jawaban  terdakwa 
tersebut telah membuat hati saksi Nurul menjadi tenang sehingga 
saksi melupakan perihal mimpinya tersebut, hingga pada tanggal 
28 Januari 2012 saksi Nurul berangkat ke Kalimantan Timur dan 
setelah sampai hati saksi Nurul tetap tidak tenang sehingga 
tanggal 12 april 2012 saksi Nurul langsung menanyakan kepada 
saksi korban Marcelia dengan mengatakan “ apakah kamu pernah 
di setubuhi atau di cabuli oleh Bapak tiri kamu? Karena mami 
pernah bermimpi kamu telah di remas / di pegang buah dada 
kamu sama ayahmu(terdakwa Safiuddin)” dan berhubung karena 
saksi Nurul terus mendesak saksi korban hingga saksi korban 
Marcelia mengaku dan langsung menceritakan kepada saksi Nurul 
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bahwa memang betul terdakwa Safiuddin telah menyetubuhi dan 
memerkosa saksi korban secara berulang-ulang hingga saksi 
korban Marcelia merasa sangat tertekan dan malu terhadap 
sesama teman-teman saksi korban. 
 Bahwa terdakwa Safiuddin melakukan persetubuhan dengan saksi 
korban Marcelia sebanyak lebih dari (1)  satu kali dan saksi 
korban tidak dapat menghitung lagi kejadian persetubuhan yang 
dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya karena berlangsung 
selama 2 (dua) tahun namun yang pasti saksi Nurul tidak berada 
di rumah, terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap 
saksi korban Marcelia Victorina Moningka dengan cara terdakwa 
memaksa saksi korban masuk ke dalam kamar lalu terdakwa 
membuka secara paksa baju dan celana saksi korban kemudian 
terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina 
Marcelia kemudian terdakwa menggosok - gosokkan burungnya di 
vagina saksi korban secara naik turun selama kurang lebih 2 (dua) 
menit hingga saksi korban merasa kesakitan pada vagina saksi 
korban hingga terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari 
vagina Marcelia Victorina Moningka. 
 Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum nomor : VER / 40 / IV / 
2012 / RUMKIT tanggal 16 April 2012 yang di buat dan di tanda 
tangani di bawah sumpah oleh Dr. Abadi Aman, sp.OG yang di 
keluarkan oleh Rumah Sakit  Bhayangkara atas permintaan dari 
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penyidik Polrestabes Nomor : K / 904 / IV / 2012 tanggal 16 April 
2012 telah di terangkan dalam hasil pemeriksaan dalam 
kesimpulan berdasarkan pemeriksaan, di temukan robekan lama 
selaput dara pada korban Marcelia Victorina Moningka. 
 Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merusak masa depan 
saksi korban Marcelia Victorina Moningka dan saksi korban 
merasa sangat tertekan. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana 
dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) 
KUHPidana. 
Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat 
dakwaannya tersebut, di persidangan telah di dengar keterangan saksi di 
bawah sumpah sesuai dengan agama yang di anutnya. 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya 
menyatakan sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa Safiuddin, S.E telah terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana “ Persetubuhan terhadap anak secara 
berlanjut “ sebagai mana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut 
Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; 
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2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Safiuddin. S.E dengan 
pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun di kurangkan 
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan 
perintah supaya terdakwa tetap di tahan dan juga terdakwa 
membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta 
rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2000 (dua ribu rupiah); 
 
5. Amar Putusan 
1. Menyatakan terdakwa Safiuddin, S.E terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Persetubuhan 
terhadap anak secara berlanjut “; 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut 
dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda 
sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 
(satu) bulan kurungan; 
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan; 
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar 




6.     Analisis Penulis 
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak 
pidana pemerkosaan  terhadap anak tiri yang dilakukan oleh bapak. 
Dimana yang menjadi terdakwa adalah Safiuddin, S.E yang telah 
melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak tirinya yang bernama 
Marcelia Victoria Moningka. 
Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan jaksa 
penuntut umum yang menggunakan dakwaan berupa dakwaan alternatif, 
di dakwa dengan pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai 
Persetubuhan yang dilakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain sebagai dakwaan kesatu dan Pasal 82 Undang – 
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 
ayat (1) KUHP mengenai perbuatan cabul yang dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan 
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
atau membiarkannya dilakukan perbuatan cabul sebagai dakwaan kedua. 
Menurut penulis, antara dakwaan kestau dan dakwaan kedua yang 
di dakwakan oleh Jksa Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-
undang Perlindungan Anak tentang persetubuhan dan Pasal 82 Undang-
undang Perlindungan Anak tentang pencabulan tidaklah relevan karena 
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menurut dari kasus yang penulis teliti, terdakwa secara nyata melakukan 
persetubuhan bukannya pencabulan hingga mengakibatkan saksi korban 
kehilangan keperawanannya.Perbedaan antara Persetubuhan dan 
Pencabulan itu sendiri yakni Persetubuhan menurut R. Soesilo adalah 
perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya 
dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus 
masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air 
mani. Sedangkan Pencabulan menurut R. Soesilo yaitu segala perbuatan 
yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, 
semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, 
meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Jadi, 
menurut penulis alangkah lebih baik jika dakwaannya memakai dakwaan 
kesatu yakni mengenai persetubuhan saja karena ancaman hukuman 
persetubuhan lebih berat di bandingkan dengan pencabulan. 
Terkait dengan penggunaan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak merupakan hal yang tepat. Hal ini berkaitan 
dengan asas lex specialis derogate legi generalis yang dimana asas ini 
menyatakan bahwa jika ada undang-undang yang lebih khusus maka 
undang – undang tersebut yang didahulukan daripada undang – undang 
yang bersifat lebih umum. 
Kemudian menurut penulis, mengenai dakwaan alternatif yang 
Penuntut Umum dakwakan terhadap terdakwa sebaiknya jika penuntut 
umum menggunakan dakwaan tunggal karena apabila memang Penuntut 
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Umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan atau setidaknya terdakwa tidak lepas dari jerat tindak pidana 
yang didakwakan yang pada kenyataannya dalam kasus ini saksi korban 
kehilangan keperawannya sebagai bukti bahwa terdakwa memang telah 
melakukan persetubuhan dengannya. 
Selain itu, Penuntut Umum juga menggunakan Jo Pasal 64 KUHP 
yakni tentang gabungan perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, 
beberapa perbuatan perhubungan sehingga di pandang sebagai satu 
perbuatan yang di teruskan. Maksud dari kata Jo (juncto) sendiri 
merupakan berhubungan dengan. Artinya Pasal 81 ayat (1) Undang – 
Undang Perlindungan Anak berhubungan dengan Pasal 64 KUHP 
mengenai perbuatan berlanjut. Sebab, kasus yang penulis teliti, terdakwa 
melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak lebih dari 1(satu) kali 
dan berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2009 sampai dengan 
tahun 2010 sehingga di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. 
Dalam hal ini, penulis sepakat dengan Penuntut Umum yang 
menghubungkan Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dengan Pasal 64 KUHP karena hal ini dapat 
menjadi pertimbangan dalam dakwaan dan tuntutan menjatuhkan 
hukuman yang lebih berat bagi Terdakwa dan juga pertimbangan bagi 




Oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Penuntut 
Umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang olehnya di anggap 
terbukti yaitu dakwaan kestau Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut : 
 Setiap Orang 
 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya 
 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya 
sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut. 
Jika dilihat dari sisi pertanggungjawaban pidananya, yang pada 
pokoknya terdiri dari tiga syarat yaitu kemampuan bertanggung jwab, 
adanya perbuatan melawan hukum, serta tidak ada alasan pembenar atau 
alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si 
pembuat, maka terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari 
pertanggungjawaban pidana sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) 
KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana. 
Berdasarkan analisa penulis, maka penulis berpendapat bahwa 
penerapan hukum pidana dalam perkara Nomor 1209/Pid.B/2012/PN.Mks 
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telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini 
dapat dilihat dari penerapan hukum pidana yang pada perkara ini yaitu 
Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. 
B.  Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana 
Pemerkosaan oleh Bapak terhadap Anak Tiri ( Studi Kasus 
Putusan Nomor 1209/Pid./B/2012/PN.Mks ) 
1.    Pertimbangan Hakim 
Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam 
membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses 
pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil 
keputusan yang sesuai. 
Pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan 
saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan visum et repertum, 
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
 Bahwa pada suatu hari tanggal dan bulannya saksi korban 
Marcelia Victorina Moningka yaitu pada tahun 2008, Terdakwa 
Safiuddin, S.E pertama sekali menyetubuhi saksi korban ketika 
itu saksi korban sedang tidur siangdan ibu saksi korban (istri 
terdakwa) sedang tidak dirumah; 
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 Bahwa ketika itu saksi korban secara tiba-tiba di tindih oleh 
terdakwa, oleh karena itu saksi korban menjerit dan Terdakwa 
membekap mulut saksi korban dengan mengeluarkan ancaman 
akan dibunuh kalau saksi korban berteriak dan memberitahu 
ibunya; 
 Bahwa setelah itu Terdakwa lalu membuka pakaian saksi korban 
dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam 
lubang kemaluan saksi korban ketika itu saksi korban merasakan 
perih dan sakit ada kemaluannya dan saksi korban tidak tahu 
apakah air mani Terdakwa keluar atau tidak; 
 Bahwa perbuatan seperti itu selalu dilakukan oleh Terdakwa 
kepada saksi korban setiap ada kesempatan dari tahun 2008 
sampai dengan tahun 2009, biasanya dilakukan pada siang hari 
ketika ibu saksi korban tidak dirumah pernah juga malam hari 
ketika ibu saksi korban sedang ke manado; 
 Bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada saksi 
korban tersebut tidak pernah diberitahu saksi korban kepada 
ibunya karena takut ancaman terdakwa saksi korban akan 
dibunuh bila hal tersebut diberitahukan kepada ibunya; 
 Bahwa perbuatan ayah tirinya tersebut pada tahun 2012 baru di 
ceritakan oleh saksi korban kepada ibunya setelah didesak terus 
oleh ibunya, karena ibu saksi korban pernah bermimpi Terdakwa 
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meremas buah dada anaknya (saksi korban) dan adanya 
kecurigaan sifat anaknya yang akhir-akhir ini menjadi pendiam; 
Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, majelis 
hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti 
bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum kepadanya haruslah dapat 
dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. 
Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang 
dipergunakan oleh hakim dalam memutus kasus dalam putusan nomor 
1209/PID.B/2012/PN.Mks yang didasarkan pada fakta-fakta yang dalam 
persidangan dan juga rasa keadilan hakim mengacu pada Pasal-pasal 
yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang 
menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa antara lain : 
Yuridis yang diuraikan diatas, menjadi pertanyaan hukum bagi 
Majelis Hakim, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan 
perbuatan pidana sebagai yang didakwakan Penuntut Umum di dalam 
dakwannya. 
Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa 
didakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu : 
PERTAMA : Melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang No. 23 
                     Tahun 2002  tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 
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  ayat (1) KUHPidana;              
Atau 
KEDUA       : Melanggar Pasal 82 Undang- Undang No. 23 
Tahun 2002  tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64            
ayat (1) KUHPidana; 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat 
alternatif, maka dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, 
yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu dakwaan 
Pertama melanggar pasal 81 ayat (1) Undang - Undang No.23 Tahun 
2003, tentang Perlindungan anak, berbunyi sebagai berikut : 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta 
rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh 
juta rupiah)” 
Menimbang bahwa dari uraian pasal tersebut di atas, disimpulkan 
unsur- unsurnya sebagai berikut : 
 Setiap orang 
Ad. 1. Unsur Setiap Orang 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 
pertama “setiap orang” dalam hal ini ialah setiap orang pelaku 
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dari suatu tindakan pidana yang kepadanya dapat di 
pertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya 
tersebut; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang 
dalam perkara ini sebagaimana fakta yang terungkap di 
persidangan, ialah terdakwa SAFIUDDIN,S.E , dengan 
identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan 
Penuntut Umum dan oleh karena Terdakwa SAFIUDDIN,S.E 
tersebut adalah orang yang dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya, maka oleh karena itu unsur setiap 
orang dalam hal ini dianggap telah terbukti; 
 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain. 
Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja 




Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan 
sekaligus unsur kedua dan ketiga yaitu dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara 
berlanjut atau berulang-ulang; 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, 
Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan 
sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak tirinya, 
yang masih dibawah umur untuk melakukan persetubuhan 
dengannya;  
Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan 
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain, telah terbukti menurut hukum; 
Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-
pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, nampak jelas 
bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi segenap unsur-
unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum alternatif kesatu Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, 
sehingga oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
alternatif berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan pledoi 
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(pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon 
supaya Terdakwa dibebaskan dalam perkara ini harus 
dinyatakan ditolak karena tidak beralasan; 
Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa 
tidak ditemukannya alasan baik alasan pembenar atau alasan 
pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari 
perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu perbuatan 
Terdakwa terbukti secara sah; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan 
terbukti bersalah, maka kepada terdakwa tersebut haruslah di 
jatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih 
dahuludi pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun 
meringankan Terdakwa; 
HAL-HAL YANG MEMBERATKAN 
 Bahwa perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa kepada Anak 
Tirinya yang seharunya dia lindungi; 
 Bahwa akibat perbuatan tersebut korban menjadi trauma; 
HAL-HAL YANG MERINGANKAN 
 Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung dari 
keluarganya; 
 Bahwa terdakwa adalah seorang pegawai di Kantor Pegadaian; 
90 
 
 Bahwa terdakwa belum pernah di hukum; 
 Bahwa terdakwa sopan di persidangan; 
 
2. Amar Putusan 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa Safiuddin, S.E terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Persetubuhan 
terhadap anak secara berlanjut “; 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut 
dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda 
sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) 
bulan kurungan; 
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan; 
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 
2000 (dua ribu rupiah); 
 
3. Analisis Penulis 
Bahwa berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara 
ini, telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-
undangan yang terkait. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
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menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan 
masyarakat , yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan 
yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya , yang mengarah 
pada latar belakang terjadinya kejahatan, hakim dituntut untuk 
mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan 
cara dan alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri 
yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan 
pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Dimana perbuatan 
terdakwa yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang 
memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. telah 
melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, dimana semua unsur-unsur pasal 
tersebut telah terpenuhi. 
Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap kasus ini terntunya memiliki banyak pertimbangan. 
Sehingga, yang pada awalnya Penuntut Umum menuntut dengan 
pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan 
kurungan hingga di putuskan oleh Majelis Hakim hanya 9 (sembilan) 
tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta 
rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. 
Menurut penulis, putusan ini sangat ringan disebabkan karena 
hal – hal yang meringankan terdakwa antara lain terdakwa 
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merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa bersikap sopan dan 
kooperatif di persidangan sehingga tidak menghambat jalannya 
proses persidangan, terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya. 
Menurut penulis sendiri, suatu hukuman yang di jatuhkan 
terhadap diri terdakwa harus merupakan suatu penghukuman yang 
sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan merupakan 
suatu putusan yang di ambil secara adil dan bijaksana. Putusan 
tersebut hendaklah dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak 
yang terlibat, tidak hanya bagi korban saja melainkan terhadap diri 
terdakwa. Meskipun dalam proses persidangan terdakwa banak 
melakukan hal-hal yang dapat meringankannya namun tetap harus di 
perhatikan substansi perbuatan yang dilakukan terdakwa yang pada 
kasus ini melakukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan secara 
berlanjut hingga lebih dari 1 (satu) kali dan berlangsung selama 2 












1. Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak 
pidana pemerkosaan yang dilakukan Bapak terhadap anak tirinya 
sudah sesuai karena penerapan dalam putusan perkara Nomor : 
1209/ Pid.B /2012/ PN.Mks dalam Pasal 81 ayat (1) sesuai 
dengan faktor perbuatan-perbuatan yang korbannya adalah anak 
dan sanksi yang diberikan pun sudah sesuai dengan pidana 
materiil terhadap kasus tindak pidana melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan 
persetubuhan dengannya, telah sesuai dengan perundang 
undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 
ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak.   
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap terdakwa dalam Putusan 
No.1209/Pid.B/2012/PN.Mks telah sesuai, walaupun terdakwa 
seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam 
Pasal tersebut tapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk 
memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih 
memperbaiki diri . Berdasarkan keterangan para saksi dan 
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pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta 
pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan 
terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal dapat meringankan 
terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, 
serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan 
putusan yang adil. 
 
B. Saran 
1. Putusan ringan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat 
membuat terdakwa/terpidana tidak merasakan efek jera yang 
kemungkinan dapat mengulangi perbuatannya setelah selesai 
menjalani pidanya. Karena itu disarankan agar pada kasus yang 
sama dapat dijatuhkan pidana semaksimal mungkin mengingat 
korbannya adalah seorang anak , agar lebih mencerminkan 
keadilan bagi semua pihak yang berperkara.  
2. Penulis berharap agar hakim menjatuhkan putusan yang seadil-
adilnya dan berasal dari keyakinan hakim sendiri serta fakta – 
fakta yang terungkap di persidangan dan memutus perkara sesuai 
dengan peraturan yang berlaku serta pertimbangan – 
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